BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak adanya kejelasan dalam penetapan
garis batas antara kota Pariaman dengan kabupaten Padang Pariaman, sehingga
berdampak kepada batas administrasi pemerintahan terkecil dari masing-masing
wilayah antara kota dan kabupaten.

Ketidak jelasan dari batas tersebut mengakibatkan konflik yang berkepanjangan
disalah satu perbatasan wilayah antara kota Pariaman dengan kabupaten Padang
Pariaman, yaitu desa—Pasir; Sunur. ‘dengan nagari\di ,sebelahnya yang langsung
berbatasan dengan kabupaten Padang Pariaman.

Yang mana adanya sebuah wilayah kosong yang disebabkan oleh normalisasi
sugai batang mangau ssehingga mengakibatkan wilayah tersebt yg sebelumnya hanya
berupa sungai menjadi kerang shingga membentuk pulau-pulau kecil, sehingga
wilayah ini lah yang akan diperebutkan oleh pemerintah kota dengan kabupaten.

Konflik ini menyebabkan adanya tarik menarik wilayah atau pengklaiman wilayah
dari kedua belah pihak, dan sehingga sampai sekarang pun belum terselesaikan
masalahnya dimana masing-masing pemerintah antara kota Pariaman dengan
kabupaten Padang Pariaman memiliki kepentingannya masing-masing dalam
mempertahankan wilayah yang dipermasalahkan.

Pernyataan dari kedua belah pihak pemangku adat antara desa Pasir Sunur dengan
Nagari Sunur sudah menyerahkan kepada pemerintahan kota dan kabupaten terkait
permasalahan ini, sehingga sekrang permasalahannya itu berada pada keputusan dari
masing-masing pemerintahan yaitu' dari kota Pariaman dengan kabupaten Padangan
Pariaman.

Sudah adanya itikat baik dari kedua belah pihak dalam mendudukkan perkara ini,
yang di fasilitasi oleh gubernur Sumatera Barat sendiri, akan tetapi tidak adanya titik
temu dan kesepakatan dalam diskusi tersebut sehingga belum adanya titik terang
dalam permasalahan ini.

Sekrang hasil akhirnya pemerintah Sumatera Barat menyerahkan permasalahan ini
kepada kementrian Dalam Negeri untuk memutusakan permasalahannya, sehingga
saat ini hanya menunggu hasil dari keputusan kementrian Dalam Negeri terkait
konflik batas wilayah antara kota Pariaman dengan Kabuapaten Padang Pariaman.



4.2 Saran

Setelah melihat dan menganalisa dari kejadian atau konflik yang ada dilapangan,
maka konflik yang terjadi antara kota Pariaman dengan kabupaten Padang Pariaman
yang disebabkan oleh ketidak jelasannya dalam penetapan batas wilayah yang ada.

Untuk itu peneliti menyarankan :

1. Terkait batas daerah antara Kota Pariaman dengan kabuapten Padang Pariaman,
seharusnya didudukkan kembali dan memanggil pemangku atau stakeholder yang
memahami secara jelas terkait batas daerah terebut, baik untuk secara sosiologis,
historis, budaya maupaun geografis, sehingga tidak adanya bias informasi terkait
batas daerah antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman.

2. Jika ingin membuat wilayah baru atau memekarkan sebuah wilayah maka
pemerintah terkait sebaiknya tidak membelah Nagari, sehingga tidak terjadinya
tumpang tindih dalam penataan administrasi pemerintah baru tersebut, dimana
secara adat masih mengikuti ke pemerintahan daerah yang lama, sedangkan untuk
administrasi pemerintahan mengikuti ke pemerintahan daerah yang baru.
Sehingga perlu diperhatikan ‘dalam-pemekaran suatu wilayah agar wilayah baru
tersebut dapat tertib secara administrasi agar termaksimalkan sumberdaya alam
yang ada dan termaksimalkannya pelayanan publik yang dirancangkan oleh
pemerintah itu sendiri.

3. Sebelum sebuah Nagari atau wilayah dimekarkan, terlebih dahulu diselesaikan
segala macam administrasi wilayahnya salah satunya terkait batas-batas wilayah

bagi wilayah baru, sehingga perlu adanya kejelasan dari batas-batas wilayah



tersebut dengan titik koordinatnya sehingga nantinya sampai terbentuknya peta

geografis yang sah, yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Dan terkait permasalahan atau konflik yang terkait dari peneliti memberikan saran
yaitu dengan memasukan pasia maelo ke wilayah administrasi kota Pariaman, karena
pasia maelo merupakan tanah ulayat dari desa Pasir Sunur yang mana desa ini
dulunya merupakan bagian dari Nagari Sunur kabupaten Padang Pariaman, dengan
dimasukkannya pasia maglo 'ke dalam wilayah" administrasi kota Pariaman maka
kedua belah pihak antara pemerintah kota dan kabupaten sehingga tidak lagi
memperpanjang masalah dari batas wilayah tersebut. Tetapi jika pasia maelo ini tidak
dimasukkan ke dalam wilayah administrasi kota Pariaman maka nantinya akan
menimbulkan konflik baru tidak hanya di tataran pemerintah kota dengan kabupaten
saja tetapi juga nagari-nagari yang di lalui oleh pasia maelo ini akan
mempertanyakan kepemilikannya terhadap pasia maelo dan bisa juga meminta

haknya terkaiat kepemilikan pasia mael.



